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PUTUSAN 

  Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Lbj. 

 

  

    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

 

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

Eti Kusmawati binti Sarbini, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah 

tangga, tempat kediaman di Kumbek, RT 001 RW 001, Desa 

Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten 

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini 

menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: 

etikusmawati70@gmail.com, sebagai Penggugat; 

melawan 

Berta bin H. M. Amin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah 

Dasar, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat kediaman di 

Kumbek, RT 001 RW 001, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano 

Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang tidak 

diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan. 

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.   

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2022 

telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan secara elektronik melalui 

aplikasi e-court dengan register Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Lbj. tertanggal 6 

September 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1997, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, sebagaimana sesuai dengan 

Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/03/IV/2003, tertanggal 01 April 2003; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

kediaman bersama selama 24 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang 

bernama: 

o Mahdi Yansar usia 20 tahun; 

o Yulia usia 18 tahun; 

3. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

mulai tidak harmonis disebabkan karena: 

o Bahwa pada Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan utang piutang;  

o Bahwa pada 02 September Tahun 2020 Tergugat menikah lagi dengan 

wanita lain dengan meminta izin dari Penggugat, kemudian Penggugat 

mengizinkan; 

o Bahwa selama Tergugat menikah dengan wanita lain, Tergugat tidak 

pernah memberi nafkah kepada Penggugat; 

o Bahwa pada 15 Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat ke Makassar tanpa ijin dari Penggugat, Selama kepergian 

tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi 

Penggugat lagi. 

4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan 

per bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka jika terjadi 

perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar 

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 

mut’ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus 

dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; 

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah 

iddah dan mut’ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan 

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas 

nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 

tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah 

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang 

jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB); 

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima 

dan memeriksa perkara ini; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

  Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Berta bin H. Muhamad 

Amin) terhadap Penggugat (Eti Kusmawati binti Sarbini); 

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum 

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: 

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk 

menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi 

diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; 

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang 

bernama: 

1. Mahdi Yansar, lahir tanggal 28 Oktober 2001; 

2. Yulia, lahir tanggal 28 Maret 2004; 

 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 

ketiga anak tersebut; 

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / 

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

sebagaimana relaas Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Lbj. tanggal 7 September 2022 

dan 7 Oktober 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu 

disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara 

menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak 

berhasil; 

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; 

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan 

melakukan perubahan sebagai berikut: 

- Nama Tergugat diubah menjadi Berta bin H. M. Amin 

- Penggugat mencabut posita angka 4 (empat), petitum angka 3 (tiga), petitum 

angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima); 

- Penggugat sering menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga 

Tergugat di Sulawesi dan teman Tergugat namun mereka tidak mengetahui 

keberadaannya; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5315056003740001, atas nama Eti 

Kusmawati (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Januari 2019, 

telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan 

diparaf; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/03/IV/2003 antara Eti Kusmawati binti 

Sarbini (Penggugat) dengan Berta bin H. M. Amin (Tergugat) tanggal 3 

Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 1 April 20, 

telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan 

diparaf; 

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: Pem.140/303.DSGL/IX/2022 atas 

nama Berta (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Golo 

Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur tertanggal 3 September 2022, telah di-nazegelen dan 

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua 

Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf; 

B. Saksi: 

1. Ince Jerubuh binti Maxsimus Jerebu, umur 49 tahun, agama Islam, 

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan Trans Labuan Bajo, 

RT 001 RW 001, Kampung Kumbek, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano 

Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat; 

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri; 

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sape 

kemudian pindah tinggal ke Pulau Papagarang lalu pindah ke kediaman 

bersama di Kumbek; 

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

bernama Yuli dan Mahdi dan saat ini tinggal bersama Penggugat; 

- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering mendengar dan melihat; 

- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat 

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- bahwa setahu saksi Tergugat pernah membawa istri keduanya di 

kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kemudian saksi mendengar 

terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; 

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 

2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang. Yang saksi tahu dari cerita 

Penggugat, Tergugat pergi ke istri keduanya namun saksi tidak tahu 

dimana tempat kediaman istri kedua Tergugat; 

- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan setahu saksi 

Tergugat sudah tidak berada lagi di Kumbek; 

- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari keberadaan 

Tergugat atau tidak; 

- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat namun yang saksi tahu 

dari cerita Penggugat, keluarga Penggugat pernah mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat tidak 

mengajukan pertanyaan; 

2. Bonefasius Geris bin Matinus Angkus, umur 37 tahun, agama Katolik, 

pekerjaan Petani, tempat kediaman di Trans Flores, RT 001 RW 001, 

Kampung Kumbek, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, 

Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah 

janjinya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat dan 

sopir Penggugat; 

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri; 

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sape 

kemudian pindah tinggal ke Pulau Papagarang lalu pindah ke kediaman 

bersama di Kumbek; 

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

bernama Yuli dan Mahdi dan saat ini tinggal bersama Penggugat; 

- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering mendengar dan melihat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat 

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat; 

- bahwa setahu saksi Tergugat pernah membawa istri keduanya di 

kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kemudian saksi mendengar 

terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; 

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 

2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang. Yang saksi tahu dari cerita 

Penggugat, Tergugat pergi ke istri keduanya namun saksi tidak tahu 

dimana tempat kediaman istri kedua Tergugat; 

- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan setahu saksi 

Tergugat sudah tidak berada lagi di Kumbek; 

- bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari keberadaan 

Tergugat atau tidak; 

- bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat namun setahu saksi, 

keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

namun tidak berhasil; 

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan 

pertanyaan; 

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun 

serta mohon putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan 

secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan gugatan Penggugat 

adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 

ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 
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Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, 

Penggugat telah hadir secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat 

tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah 

dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 

ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan; 

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam 

kitab Tuhfatul Muhtaj Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat 

Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut: 

 القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة 

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah             

boleh, jika ada bukti. 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha 

memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah 

tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 

R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai 

melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Lbj. 

 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati 

Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka 

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan 

gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan 

melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;  

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo 

adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba`in shughra dengan 

alasan sejak bulan Agustus 2019 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran 

yang salah satu penyebabnya masalah hutang piutang. Kemudian pada tanggal 

15 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak 

pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab 

menjawab tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa 

hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh 

dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana 

maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut 

perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan 

terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus 

dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau 

orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana 

maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 

134 Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) 

orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, telah di-

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut 

dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil 

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 301 R.Bg juncto Pasal 

1888 KUHPerdata; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal 

Eti Kusmawati (Penggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, 

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai 

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut  

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf “a” dan ayat (2) 

serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Labuan Bajo, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa 

pernikahan yang terjadi antara Eti Kusmawati binti Sarbini (Penggugat) dengan 

Berta bin H. M. Amin (Tergugat) pada tanggal 3 Januari 1997 di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten 

Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 1 April 20, sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 

1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat 

dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan 
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Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan 

Agama Labuan Bajo; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib), isi bukti tersebut 

menjelaskan bahwa sejak tanggal 15 Januari 2021 Tergugat pergi 

meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah 

memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 

KUHPerdata; 

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan 

Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap 

di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan 

orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi 

saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 

R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPerdata juncto  

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto 

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi karena Tergugat berhutang tanpa 

sepengetahuan Penggugat. Para saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah 

tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;  

 Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan 

keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok 

antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh 

karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., 

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, 

baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai 

berikut: 
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 3 Januari 1997 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 1 

April 20; 

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang 

bernama Yuli dan Mahdi. Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama 

Penggugat; 

3. Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama 

di Sape kemudian pindah ke Pulau Papagarang lalu pindah tinggal di 

Kumbek; 

4. Bahwa para saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat 

yang penyebabnya karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan 

Penggugat. Penggugat juga pernah membawa istri keduanya di kediaman 

bersama Penggugat dan Tergugat lalu terjadi pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat; 

5. Bahwa saksi pertama dan kedua tahu Penggugat dan Tergugat berpisah 

tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang; 

6. Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang 

menikah pada tanggal 3 Januari 1997; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan 

dan pertengkaran; 

3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun 

yang lalu hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya diseluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga dan  tidak dapat didamaikan lagi; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
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Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah; 

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan 

rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling 

mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala 

hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan 

tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut; 

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang 

penyebabnya karena Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat 

serta Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang berujung pada 

pisahnya tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak diketahui 

keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga 

sekarang. Fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. 

Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat dan 

dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram 

dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan 

suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan 

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak 

atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan 

tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan 

firman Allah dalam al-Qur’an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan 

rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan; 

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat 

Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : 

القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق اذا ثبت دعواها لدى   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Lbj. 

 

 معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة 

Artinya: “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri 

atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak 

dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan 

Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh 

dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti 

dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan 

hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat 

dikabulkan secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra 

Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (Berta bin H. M. Amin) 

terhadap Penggugat (Eti Kusmawati binti Sarbini); 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp120.000,00 

(seratus dua puluh ribu rupiah); 

 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh 

kami Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Fauziah 

Burhan, S.H.I. dan Harifa, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan 

dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

 

 

 

 

Ketua Majelis, 

          
 
  

 
Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. 

Hakim Anggota, 

 

      

 

Fauziah Burhan, S.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

           

 

Harifa, S.E.I. 

 Panitera Sidang, 

 

             

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. 
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Rincian Biaya Perkara: 

1.PNBP 

a. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

b. Panggilan Pertama P & T  : Rp.  20.000,00 

c. Redaksi : Rp.  10.000,00 

2. Biaya Proses : Rp.  50.000,00 

3. Panggilan : Rp.           0,00 

4. Meterai : Rp.  10.000,00 

Jumlah                       : Rp.120.000,00 

 (seratus dua puluh ribu rupiah). 
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